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ABSTRAK 

Pada 16 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia menyampaikan 

pidato kenegaraan tentang pemindahan ibu kota Indonesia. Persoalan ini 

kemudian menuai pro dan kontra khususnya mengenai hukum 

ketatanegaraannya. Sebagai negara yang menganut sitem presidensial, 

presiden memegang kekuasaan baik sebagai kepala negara maupun kepala 

pemerintahan. Dalam memegang kekuasaan tersebut, presiden juga 

memiliki sejumlah hak untuk menentukan arah kebijakan negara.  

Penelitian ini membahas mengenai hak konstitusional presiden terkait 

pemindahan ibu kota Indonesia dan implikasinya terhadap UU No. 29 

Tahun 2007. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui bagaimana hak konstitusional presiden terkait pemindahan ibu 

kota negara Indonesia perspektif siya>sah dustu>riyyah dan untuk mengetahui 

bagaimana implikasinya terhadap UU No. 29 Tahun 2007 tentang 

Pemeritahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Hasil penelitian ini ditinjau dari hukum positif menunjukan bahwa hak 

konstitusional presiden terkait pemindahan IKN RI, Presiden memegang 

kekuasaan baik sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala 

pemerintahan merupakan kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif juga 

merupakan kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan sebagaimana 

telah tercantum dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat (1). Sementara dari 

perspektif siya>sah dustu>riyyah, bahwa pemindahan IKN RI adalah 

merupakan kewajiban Presiden, karena hal itu bertujuan untuk 

melaksanakan penertiban, menegakkan keadilan, dan pertahanan, serta 

puncaknya adalah  mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 

Upaya tersebut juga berarti merupakan tujuan syari‟ah. Tujuan syari‟ah 

yang paling utama yakni terciptanya kemashlahatan bagi seluruh umat 

manusia. Kemashlahatan untuk seluruh umat, merupakan keharusan bagi 

kepala negara sebagai alasan yang paling mendasar atau pertimbangan yang 

sangaat diperhitungkan untuk mengambil  suatu kebijakan. Disisi lain 

Pemindahan IKN RI berimplikasi terhadap UU No. 29 Tahun 2007 Tentang 

Pemeritahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI, maka UU ini 

perlu direvisi. Revisi UU tersebut  semestinya juga tetap memberikan 

kedudukan DKI Jakarta sebagai daerah otonomi khusus atau istimewa jika 

kedudukannya sebagai ibu kota Indonesia sudah dicabut, mengingat sejarah 

dan jasa besarnya terhadap bangsa Indonesia. 

 

Kata Kunci: Ibu Kota, Presiden, Konstitusi, Siya>sah Dustu>riyyah 
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MOTTO 

 

“Hidup Hanyalah Untuk Berbakti Dan 

Mengabdi  Serta Menunggu Mati; Lebih 

Baik Menjadi Kepala Semut Dari Pada 

Menjadi Ekor Gajah” 

 

“Membaca Menjadi Tahu, Menulis Menjadi Mengerti, 

Melakukan Menjadi Paham, Dan Mengamalkan Menjadi Manfaat: 

Sebaik-Baik Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi Seluruh 

Alam Semesta Dan Se-Isinya” 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

PERSEMBAHAN 

 

Kupersembahkan TESIS Ini 

Khusus untuk Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Tarwi Dan Ibunda 

Parmi Beliaulah Yang Selalu mengajarkan arti keidupan, serta 

menyayangiku yang tiada batas waktu, bagiku beliau adalah 

segalanya dalam kehidupan ini. Berkat beliau maka aku terlahir 

untuk menjalani hidup yang baik, berguna bagi nusa dan bangsa. 

Semoga Allah SWT Selalau Memberikan Kesehatan, Kekuatan, Umur 

Panjang, dan Balasan Yang Tak Terhinga Buat Ayahanda dan Ibunda 

Yang sangat ku hormati dan ku sayangi 

Untuk kelurga kecilku, terkhusus ibu dari anak-anakku (Siti 

Maghfiroh) Yang Selalu menyayangiku, Mendukung serta 

Membantu juga Memberi Semangat Untuk menyelesaikan Tesis 

ini. Semoga setelah ini nanti dapat tercapai harapan besar 

yakni Menjadi Orang yang Bermanfaat bagi Nusa, Bangsa dan 

Agama.  

Dari Lubuk Hati Yang Paling Dalam Tiada Kata Di Hati Dan 

Di Bibirku yang pantas terucap Kecuali Ucapan Terimakasih 

Yang Tiada Terhingga… 

Buat Pembimbingku Bapak  DR. Ahmad Yani Anshori,S.Ag., 

M.Ag.Yang Selalu Mengarahkan dan mendidikku serta 

Memotifasi dalam Menyelesaikan Tesis ini. 

Buat teman-teman Magister Program Studi Ilmu Syari’ah 

periode 2018 dan 2019 yang baik-baik dan selalu kompak 

Semoga Allah SWT Selalu Memberikan Kekuatan, Umur Panjang, 

kesehatan Dan Balasan Yang Tak Terhingga Buat semua yang turut 

mebantu serta memberikan dukungan dan semangat untukku. 

 

 

 



viii 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan tesis ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 

Nomor 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987. 

 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba‟ B Be ة

 ta‟ T Te د

 S|a‟ S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ĥa H ha (dengan titik di bawah) ح

 kha‟ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Źal z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra´ R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es ض

 Syin Sy es dan ye ش
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 Şad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d'ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 ţa' T} te (dengan titik di bawah) ط

 z\a‟ Z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ koma terbalik ke atas„ ع

 Gain G Ge غ

 fa´ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L „el ل

 Mim M „em و

ٌ Nun N „en 

ٔ Waw W We 

ِ ha‟  H Ha 

 Hamzah ' apostrof ء

٘ ya' Y Ye 

 

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 Ditulis Muta„addidah متعددة

 Ditulis „iddah عدة
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C. Ta’marbuţhah  

1. Bila dimatikan tulis h 

 Ditulis Hikmah حكمة

 Ditulis Jizyah جزية

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah 

diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan 

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya) 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ”al” serta bacan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 ‟Ditulis Karamah al-auliya كرامة الأولياء

 

3. Bila ta’marbuah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau 

dammah ditulis dengan t. 

 Ditulis Zakatul al-fitri زكاة الفطر

 

 

D. Vokal Pendek 

 

Fath }ah  Ditulis A 
 

Kasrah Ditulis I 

_____ 
D}ammah Ditulis U 

 

 

    E. Vokal Panjang 

1. Fath }ah + alif Ditulis A 

 Ditulis jahiliyah جاهلية 

و  ُ  

 



xi 
 

2. Fath }ah + ya‟ mati Ditulis A 

 Ditulis Tansa تنسي 

3. Kasrah + ya‟ mati Ditulis I 

 Ditulis Karim كـريم 

4. D}ammah + wa >wu mati Ditulis U 

 Ditulis Furud فروض 

 

 

    F. Vokal Rangkap 

1. Fath }ah  + ya‟ mati 
Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum بينكم 

2. Fath }ah  + wawu mati 
Ditulis Au 

 Ditulis Qaul قول 

 

 

   G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan  

        apostrof 

 Ditulis A‟antum أأنتم

 Ditulis U‟iddat أعدت

 Ditulis La‟in syakartum لئن شكـرتم

 

 

    H. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah 

 Ditulis al-Qur‟an القر آن

 Ditulis al-Qiyas القياس
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b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkannya l (el)nya 

 ‟Ditulis as-Sama السماء

 Ditulis asy-Syams الشمس

 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 {Ditulis Z|awi> al-furu>d ذوى الفروض

 Ditulis ahl as-Sunnah أهل السنة
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KATA PENGANTAR 

 

 

 كسِ ٔنٕ كهّ نديٍا عهٗ نيظٓسِ انحك ٔديٍ ثبنٓدٖ زسٕنّ ازسم انر٘ انحًدلله

 عجدِ يحًدا اٌ اشٓد ٔ, نّ لاشسيك ٔحدِ الله الا إنّ لا اٌ ٔاسٓد, كٌٕ انًشس

 نهُبض كبفّ ازسهّ انيّ ٔداعيب انحك انٗ ْٔبديب حسُخ اسٕح الله ثعثّ, نّ ٔزسٕ

 ٔاصحبثّ انّ ٔعهٗ يحًد عهٗ ٔسهى صم انهٓى, يُيسا ٔسساجب َٔريسا ثشيسا

 .ثعد ايب. اجًعيٍ

     نسحًُبنسحيىثسًبنهٓب

أَفسٓى يٍ عهيٓى شٓيدا أيخ كم فٗ َجعج و يٕ ٔ
صم
ْؤلاء عهٗ شٓيدا ٔجئُبثك 

ج
 

 نهًسهًيٍ ٔثشسٖ ٔزحًخ ْٔدٖ شٗء نكم تجيُب انكتت عهيك نُب َٔص

Tiada kata yang paling indah penulis ucapkan melainkan rasa syukur kepada 

Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerahnya kepada 

penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul 

“KONSTITUSIONALITAS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA RI DAN 

IMPLIKASINYA TERHADAP UU  NO. 29 TAHUN 2007 PERSPEKTIF 

SIYA>SAH DUSTU>RIYYAH”. Penyususnan Tesis ini merupakan bukti tanggung 

jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem presidensial. 

Sistem presidensial berarti bahwa presiden memegang kekuasaan sebagai 

kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Dalam memegang 

kekuasaan, presiden juga memiliki sejumlah hak menentukan arah kebijakan 

bagi negara. Kekuasaan yang dimiliki presiden, disisi lain dibatasi oleh 

paham constitusionalism, dan adanya prinsip cheks and balances. Sehingga 

presiden dalam menentukan kebijakan dan pengambilan suatu keputusan 

tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dari institusi atau 

lembaga lain khususnya dari parlemen. Dan satu diantaranya adalah terkait  

pemindahan ibu kota negara (IKN). 

Pemindahan IKN Indonesia ke wilayah lainnya sudah didiskusikan 

sejak masa presiden Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono. 

Selanjutnya upaya ini ditindaklanjuti pada masa Presiden Joko Widodo 

(Jokowi). Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya di Gedung parlemen  

pada 16 Agustus 2019, menyampaikan permohonan dihadapan anggota 

parlemen dan seluruh jajaranya untuk memindahkan IKN. Tindak lanjut 

permohonan pemindahan IKN ini kemudian dituangkan dalam RPJMN 

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024.
1
 

                                                           
1
 Yoga Sukmana, “Kepala Bappenas: Pemindahan Ibukota Masuk RP JMN 2020-2024,” 

https://nasional.kompas.com, diakses pada tanggal  03 Oktober 2019. 
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Tindak lanjut usulan pemindahan IKN baru tersebut, kemudian juga 

menuai pro dan kontra khususnya mengenai hukum ketatanegaraannya. 

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, maka hal ini mendapat sorotan 

dari berbagai ahli hukum tata negara. Para pakar hukum tata negara seperti 

Jimly Asshiddiqie, Moch. Mahfud MD, dan Muhammad Rullyandi, kemudian 

mengemukakan pendapat yang berbeda-beda terkait usulan pemindahan IKN 

Indonesia.  

Menurut Jimly Asshiddiqie, pemerintah belum bisa melakukan 

pembangunan IKN baru selama belum ada undang-undang yang mengatur 

pemindahan IKN.
2
 Bahkan sampai saat ini belum ada persetujuan bersama 

antara pemerintah dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Republik 

Indonesia secara resmi dan peraturan undang-undang atau regulasinya.
3
 

Sebab pembangunan IKN baru memerlukan dana yang diambil dari Anggaran 

Pendapatann dan Belanja Negara (APBN), sedangkan APBN berdasar pada 

undang-undang. Sehingga apabila undang-undang mengenai pemindahan 

IKN sudah terbentuk maka anggaran proyeksinya dapat disusun. 

Berbeda halnya menurut Mahfud MD, bahwa pemindahan IKN 

merupakan kewenangan presiden, karena tidak ada aturan yang menyebutkan  

bahwa harus dibuat undang-undangnya terlebih dahulu. Pemindahan IKN 

merupakan kebijakan yang sifatnya opsional sehingga presiden memiliki 

                                                           
2
 Fitria Chusna Farisa, “Jimly Asshiddiqie: Pemerintah Tak Bisa Bangun Ibukota Baru 

Tanpa UU”, https://nasional.kompas.com, diakses pada tanggal 26 September 2019. 
3
 Anonim, “Kritik Jimly Soal Proses Pemindahan Ibukota”, http://m.republika.co.id 

diakses pada 02 Oktober 2019. 

http://m.republika.co.id/
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wewenang tersebut.
4
 Kemudian Mahfud MD, menegaskan bahwa tidak ada 

suatu aturan apapun yang mengatur proses pemindahan IKN harus dibentuk 

aturan hukum terlebih dahulu, baru bisa ibu kota dipindahkan.  

Pakar hukum tata negara Muhammad Rullyandi menyebutkan bahwa 

Presiden sebagai kepala negara memiliki kuasa penuh dalam menentukan 

rencana pemindahan IKN.
5
 Lebih lanjut ia berpendapat bahwa pemindahan 

IKN dari Jakarta ke Pulau Kalimantan ini cukup memerlukan payung hukum 

berupa undang-undang saja dan tidak perlu adanya referendum. Karena tidak 

ada dasar hukumnya menggunakan referendum menyalahi Undang-undang.
6
   

Selain beberapa pendapat tersebut di atas, menurut Fitra Arsil, pakar 

hukum tata negara Universitas Indonesia bahwa pemindahan IKN 

menimbulkan sejumlah implikasi hukum. Implikasi hukum yang timbul akan 

mempengaruhi sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya.
7
 Dan 

implikasi yang paling menonjol adalah tentang status khusus yang disandang 

oleh daerah ibu kota Jakarta. 

Status Jakarta sebagai daerah khusus IKN dalam penyelenggaraan 

pemerintahannya mempunyai sejumlah kekhususan yang berbeda dengan 

daerah provinsi lainnya. Apabila sebagian besar lembaga pemerintahan 

dipindahkan ke IKN baru menurut Fitra, Jakarta tidak lagi menyandang 

                                                           
4
 Noval Dwinuari Antony, “Mahfud MD: Menurut Hukum Tata Negara Pemindahan 

Ibukota Wewenang Presiden”,  https://m.detik.com, diakses pada tanggal 26 September, 2019. 
5
 Kristian Erdianto, “Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibukota, Pakar: Tak Ada 

Dasar Hukumnya,” https://nasional.kompas.com, diakses pada 03 Oktober 2019. 
6
 Fajar Pebrianto, “Pakar Hukum: Referendum Pemindahan Ibukota Malah Menyalahi 

UU”, https://bisnis.tempo.co. diakses pada tanggal 1Oktober 2019 
7
 Fitra Arsil, “Pemindahan Ibukota Negara Tak semata Berimplikasi pada Keuangan 

tetapi juga Hukum,” dalam www.law.ui.ac.id., diakses pada 26 November 2019. 

https://m.detik.com/
https://nasional.kompas.com/
https://bisnis.tempo.co/
http://www.law.ui.ac.id/
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sebagai IKN dan kemungkinan akan menyandang status yang sama seperti 

daerah provinsi lainnya. Hal ini dikarenakan UU No. 29 Tahun 2007, bersifat 

lex specialis, dimana jika sudah bukan daerah khusus ibu kota (Jakarta), maka 

seharusnya tunduk pada aturan umumnya yakni  UU yang mengatur daerah 

provinsi lainnya. Dan artinya segala kekhususan Provinsi Jakarta akan beralih 

pada IKN yang baru.   

Berbeda halnya dengan Fitra, menurut Refly Harun, provinsi Jakarta 

besar kemungkinan tidak akan mengalami perunahan dalam pengelolaan 

pemerintahan daerah, secara konstitusional. Hal ini dapat mengacu pada 

daerah yang menyandang kekhususan dan istimewa sebagaimana Provinsi 

Yogyakarta dan Aceh dikarenakan adanya pertimbangan sejarahnya. 

Disisi lain, pandangan muncul bukan hanya dari hukum tata negara 

secara konvensional tetapi juga bagaimana hukum Islam memandang. Hukum 

tata negara di dalam pembahasan hukum Islam dikenal dengan istilah fikih 

siyasah. Fikih siyasah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah membahas 

mengenai peraturan perundang-undangan yang dibuat guna menjaga 

ketertiban dan kemashlahatan umat manusia serta guna mengatur berbagai 

permasalahn-permasalahan.
8
 Lebih spesifik bahwa fikih siyasah juga 

membahas beberapa  macam sub-sub kajian, salah satu diantaranya adalah 

Siyasah dusturiyyah. 

Siyasah dusturiyyah merupakan pembahasan mengenai masalah 

khalifah, imamah, dan ulil amri serta perundang-undangan negara. Selain itu, 

                                                           
8
 Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011), 

hlm. 7. 
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juga membahas mengenai konsep konstitusi atau UUD Negara dan sejarah 

yang melatar belakanginya. Kemudian membahas mengenai legislasi serta 

lembaga demokrasi dan syura. Selanjutnya juga membahas tentang konsep 

negara hukum dan hubungan timbal balik anatara pemerintah dan rakyat atau 

warga negara serta hak-haknya yang harus dilindungi.  

Dari berbagai sudut pandang para pakar hukum tata negara 

sebagaimana yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang hak konstitusional presiden terkait pemindahan IKN 

Indonesia, serta implikasi hukum yang ditimbulkan. Agar lebih kompleks, 

maka penelitian ini akan meninjau tentang persoalan hak konstitusional 

presiden terkait pemindahan IKN RI dari perspektif siya>sah dustu>riyyah dan 

implikasinya terhadap UU No. 29  Tahun 2007. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana hak konstitusional Presiden terkait pemindahan ibu kota 

negara RI dan implikasinya terhadap UU No. 29 Tahun 2007? 

2. Bagaimana hak konstitusional Presiden terkait pemindahan ibu kota 

negara RI perspektif siya>sah dustu>riyyah? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui hak konstitusional Presiden terkait pemindahan ibu 

kota negara RI dan implikasinya terhadap UU No. 29 Tahun 2007. 

b. Untuk mengetahui hak konstitusional Presiden terkait pemindahan ibu 

kota negara RI perspektif siya>sah dustu>riyyah. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan untuk civitas 

akademik dan memperkaya hasil penelitian tentang hak konstitusional 

presiden terkait pemindahan ibu kota negara Indonesia perspektif 

siya>sah dustu>riyyah dan implikasinya terhadap UU No. 29 Tahun 

2007. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi pemangku kebijakan, dalam hal ini adalah pemerintah 

(eksekutif, legislatif, dan yudikatif) diharapkan dapat menjadikan 

penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil 

langkah strategis khususnya terkait pemindahan ibu kota negara. 

2) Bagi instansi atau lembaga negara lainnya setelah mengetahui 

tentang implikasi hukum pemindahan ibu kota negara, maka 



7 
 

menjadi pertimbangan khusus dalam membuat kebijakan-kebijakan 

kaitannya dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar 

menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. 

 

D. Telaah Pustaka 

Pada tinjauan pustaka ini peneliti menelaah sejumlah penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dan mendukung penelitian ini. Penelitian 

sebelumnya yang peneliti temukan belum ada yang meneliti secara khusus 

tentang hak konstitusional presiden terkait pemindahan IKN ditinjau dari 

perspektif siyasah dusturiyyah dan implikasinya terhadap UU No. 29 Tahun 

2007. Sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan judul dengan 

judul yang peneliti angkat dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan masukan 

dalam penelitian ini, diantaranya: 

Pertama, Tesis Fikri Hadi (2020) yang berjudul “Kewenangan 

Presiden Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara RI”. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk atau 

konsep IKN Indonesia cukup berbeda jika dibandingkan dengan Negara 

Belanda maupun Malaysia. Sebab kedua negara tersebut telah memisahkan 

antara IKN dengan pusat bisnis atau ekonomi. Kemudian secara 

konstitusional, kepala negara sebagai atau presiden tidak mempunyai 

wewenang penuh atas pemindahan IKN. Selain itu dilihat dari segi 

administrasi negara, jika presiden secara sepihak mengambil keputusan, maka 

dapat dikatakan sebagai cacat wewenang. Adapun untuk bentuk aturan 
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hukum dalam hal proses pemindahan IKN Indonesia lebih sepakat berbentuk 

undang-undang.
9
 

Kedua, Disertasi Denys Reva (2016) yang berjudul “Capital City 

Relocation and National Security: The Cases of Nigeria and Kazakhstan”. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-induktif. Pendekatan yang 

digunakan yakni berupa keamanan militer, ekonomi, politik, kemasyarakatan, 

dan lingkungan. Penelitian ini bersifat eksploratif berupa studi pustaka 

(library research), dan analisis berbasis dokumen. Hasil penelitin ini 

menunjukkan bahwa terkait keuntungan dan kerugian dari relokasi IKN 

menimbulkan dampak multidimensi. Dalam konteks relokasi IKN dan 

keamanan nasional berdampak pada lima sektor yakni, militer, ekonomi, 

politik, kemasyarakatan, dan lingkungan. Namun dampak tersebut sebagian 

besar bersifat tidak langsung. Kemudian tujuan dasar dari relokasi IKN terkait 

studi kasus terhadap negara Nigeria dan Kazakhstan berfokus pada 

pembangunan negara, namun tidak bersifat keseluruhan. Dan terkhir temuan 

dari penelitian ini adalah relokasi IKN sebagai alat pembangunan negara 

memiliki dampak tidak langsung dari pada dampak langsung pada keamanan 

nasional.
10

  

Ketiga, Lelita dan Rozi (2007) mengawali penelitian tentang diskursus 

pemindahan ibukota saat wacana awal mulai bergulir. Penelitian ini 

menggunakan penelitian kuantitatif terhadap 200 responden yang terdiri dari 

                                                           
9
 Fikri Hadi, “Kewenangan Presiden Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara RI," Tesis, 

(Malang: Universitas Brawijaya, 2020). 
10

 Denys Reva, “Capital City Relocation and National Security: The Cases of Nigeria and 

Kazakhstan”, Disertasi, University of Pretoria, 2016. 
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dosen, karyawan, dan mahasiswa yang ada di Isntitut Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik (IISIP) Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wacana 

pemindahan IKN perlu dikaji lebih jauh, menurut sebagian besar responden 

dari penelitian ini. Kemudian terdapat indikasi adanya pengurangan beban 

Jakarta, pemerataan ekonomi atau kesejahteraan rakyat serta pembangunan 

jika pemindahan IKN dapat dilakukan.
11

 

Keempat, Iwan Hermawan (2010) meneliti tentang sejarah Bandung 

sebagai ibu kota Hindia-Belanda. Penelitian ini merupakan penelitian  

kualitatif dengan analisis pustaka (library research). Penelitian ini dilakukan  

dengan tujuan untuk mengungkap latar belakang bagaimana Bandung di 

rekomendasikan sebagai calon ibu kota Hindia-Belanda yang akan 

menggantikan Batavia. Peneliti menggunakan studi literatur sejarah dan 

geografi kota Bandung dari sisi keruangan. Dari berbagai literatur yang 

peneliti peroleh berhasil menganalisis tentang sejarah pemindahan ibu kota 

Batavia ke Bandung. Pada awal Maret 1942 Belanda terdesak oleh Jepang 

yang akhirnya ibu kota Batavia pindah ke Bandung, tetapi bandung hanya 

menduduki beberapa hari sebagai ibu kota. Oleh karena pada 8 Maret belanda 

menyerah kepada Jepang tanpa syarat. Hal ini menunjukkan bahwa secara de 

facto Bandung telah menjadi ibukota Batavia meskipun hanya beberapa 

hari.
12

 

                                                           
11

 Lelita Yunia dan Syafuan Rozi Soebhan, “Diskursus Pemindahan Ibukota Indonesia,” 

Tema Kebijakan Politik Perkotaan, dalam www.academia.edu.  
12

 Iwan Hermawan, “Bandung sebagai Ibukota Hindia Belanda,” Balai Arkeologi 

Bandung, dalam www. academia.edu. 

http://www.academia.edu/
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Kelima, Supriyatno (2013) meneliti tentang wacana pemindahan 

ibukota Jakarta dari perspektif geografi pertahanan. Pertimbangan untuk 

menggunakan berbagai pendekatan ilmiah telah diungkapkan oleh berbagai 

pakar pembangunan daerah atau perencanaan kota di Jakarta. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa aspek pertahanan yang sebenarnya merupakan aspek 

cukup penting yang harus dipertimbangkan dalam hal transfer modal negara. 

Untuk itu, modal perlu mendapatkan perawatan sebagai benteng yang harus 

memenuhi syarat dan memenuhi berbagai indikator dari perspektif 

pertahanan. Dengan demikian, wacana transfer modal perlu pertimbangan 

matang dari perspektif pertahanan. Karena itu, pemindahan ibukota negara 

termasuk berbagi pertimbangan ilmiah, termasuk geografi pertahanan.
13

 

Keenam, Henni Triyana dan Suparwoto (2013) meneliti tentang  

perpindahan ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta. Penelitian ini, Henni dan 

Suprawoto ingin menggali sejarah mengapa Yogyakarta yang dipilih sebagai 

ibu kota Republik Indonesia (RI) pada saat itu. Kemudian dapak apa yang 

mempengaruhi Yogyakarta atas kedudukannya sebagai IKN Indonesia, serta 

apa yang melatar belakangi perpindahan ibukota Jakarta ke Yogyakarta. 

Penelitian yang dilakukan dengan rumusan masalah tersebut, peneliti  

menggunakan pendekatan sejarah dengan metode interpretasi, kritik, 

heuristic, dan historiografi. Dari hasil penelitian ini bahwa terjadinya 

perpindahan IKN Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta ketika itu, situasi dan 

kondisi keamana negara dalam keadaan darurat. Dan penelitian ini 

                                                           
13

 Makmur Supriyatno, Pertimbangan Pemindahan Ibukota Negara Perspektif Geografi 

Pertahanan,” Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, Vol. 3. No. 1 April 2013. 
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menunjukan bahwa selain adanya tawaran dari Sultan Hamengkubuwono IX, 

Yogyakarta juga dirasa daerah yang cukup strategis dan paling aman.
14

 

Ketujuh, Fredy Pratama (2016) dalam penelitian ini, fokus kajiannya 

mengenai perkembangan Kota Bandung pada masa pemerintahan Hindia-

Belanda. Terutama terkait dengan dinamika rencana pemerintah kolonial 

yang menginginkan Bandung  sebagai ibukota dan pusat kemiliteran Hindia-

belanda. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis literatur-literatur 

baik buku-buku sejarah, artikel maupun jurnal. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Kota Bandung telah mengalami perjalanan dan 

perkembangan yang panjang sejak awal adad ke-19. Dimulai dari Kabupaten 

Bandung yang menjadi ibu kota, kemudian menjadi karesidenan Priangan, 

dan  menyandang status Stadsgemeente yang memiliki hak otonomi untuk 

mengelola pemerintahannya sendiri hingga diproyeksikan sebagai Ibukota 

Hindia-Belanda menggantikan Batavia. Perkembangan selanjutnya menuntut 

Bandung berbenah diri mempersiapkan untuk menjadi ibukota. Kemudian 

pembangunan dimulai sejak pertengahan adad ke 19 dan semakin 

berkembang pesat awal abad ke-20 dengan berdirinya gedung-gedung 

pemerintahan yang monumental.
15

 

Kedelapan, pada tahun 2017 Dwiani dan Sumarlam melakukan 

penelitian tentang wacana pemindahan ibukota Negara Indonesia dimana 

Palangka Raya telah direncanakan sebagai ibukota Indonesia sejak lama oleh 

                                                           
14

 Henni Triyana dan Suparwoto, “Perpindahan Ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta 

pada 4 Januari 1946,” Avatara, e-Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. .1. No. 2, Mei 2013. 
15

 Fredy Pratama, “Dwi Fungsi Kota Bandung Sebagai Pusat Pemerintahan Sipil dan 

Kemiliteran Hindia-Belanda Masa Depan (1808-1942)”,  dalam artikel masa pendidikan karakter 

2016 departemen pendidikan sejarah UPI Bandung, www.academia.edu. 
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presiden pertama Indonesia, Soekarno. Sejak Jokowi menjadi Presiden, beliau 

membawa kembali masalah tentang memindahkan ibukota Indonesia dari 

Jakarta sehingga berita ini menjadi tajuk utama pada semua media online 

maupun lainnya. Kajian yang dilakukan ini bertujuan untuk menganalisis 

secara runtut teks berita yang diterbitkan oleh media nasional online tentang 

masalah pemindahan ibukota ke Palangka Raya. Analisis yang digunakan 

yakni pendekatan wacana kritis dengan teori utamanya yaitu norma 

fairclough, dan selanjutnya analisis menggunakan teks deskripsi, praktik 

wacana (interpretasi), dan praktik sosial (penjelasan). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa teks-teks berita yang telah ditulis oleh para jurnalis pada 

media online memberikan gambaran secara jelas sehingga dapat ditarik 

kesimpulan secara umum tentang wacana pemindahan ibukota Negara yang 

akan menjadi rencana kerja pada pemerintahan Jokowi. Intepretasi teks berita 

yang disajikan juga beragam yakni ditinjau dari empat dimensi, mereka 

membahas apa yang terjadi secara up date, siapa saja yang terlibat di 

dalamnya, hubungan apa yang dipermasalahkan, dan bagaimana peran bahasa 

dalam tata tulis yang disajikan. Pada analisis intepretasi ini diperoleh 

informasi bahwa masalah memindahkan ibukota Negara merupakan masalah 

yang menarik yang juga mempengaruhi faktor ekonomi Jakarta. Adapun 

siapa yang terlibat didalamnya adalah Presiden Jokowi, Kepala Bappenas, 

Gubernur Kalimantan Tengah, Para Pakar, dan juga jurnalis. Selanjutnya, 

hubungan apa yang dipermasalahkan?, tentu adalah media dimana sesuai 

dengan fungsinya menyajikan informasi dan berita menarik. Masalah 
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memindahkan ibukota dari Jakarta ke Palangka Raya adalah salah satu berita 

menarik perhatian publik Palangka Raya dan beberapa pihak yang 

berkepentingan. Kemudian, apa peran bahasa didalamnya?. Bahasa yang 

digunakan dalam teks berita menentukan sikap dan pendapat para pembaca. 

Jika sesuatu yang terus menerus dan berulang kali diberitakan dalam 

pandangan negatif, maka pembaca akan mempercayainya dan menilai hal 

yang sama juga. Namun sebaliknya, jika sesuatu terus menerus dan berulang 

kali diberitakan dalam pandangan positif, pembaca akan mempercayainya dan 

membangun citra positif pada diri mereka. Ini adalah kekuatan bahasa yang 

digunakan dalam membangun citra positif pemerintah dan Kota Palangka 

Raya. Penjelasan selanjutnya adalah dilakukan analisis untuk mengetahui 

hubungan antara praktik wacana dan konteks sosial. Adapun intepretasi 

dalam bahasa Indonesia penjelasannya mengacu pada kondisi sosiokultural, 

yaitu proses perubahan situasional, proses perubahan kelembagaan,dan juga 

proses perubahan sosial.
16

 

Kesembilan, Nicodemus R. Toun (2018) dalam penelitiannya sedikit 

berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana Toun melakukan studi 

lapangan tentang bagaimana kesiapan lokasi ibukota baru mulai dari sumber 

daya manusia, pemerintah kota, hingga letak geografi kota. Selain itu  metode 

wawancara mendalam dengan beberapa informan juga telah dilakukan guna 

mendapatkan jawaban yang menjadi kegelisahan peneliti. Setelah itu 

kemudian dilakukan analisis dokumentatif yang merujuk pada pemberitaan-

                                                           
16

 Dwiani Septiana dan Sumarlam,“Palangka Raya the Capital City of Indonesia: Critical 

Discourse Analysis on News about Moving the Capital City from Jakarta,” Atlantis Press Journal, 

Advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol. 280 th. 2018, hlm. 190-202. 
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pemberitaan baik di radio maupun televise, surat serta lapangan. Hasil 

penelitian tersebut secara umum menunjukkan bahwa pemerintah Kalimantan 

Tengah menyatakan kesiapan dan terkait wacana pemindahan ibu kota negara 

tersebut. Namun kepala daerah mengingatkan bahwa kesiapan SDM akan 

sangat diperlukan dalam proses pembangunan IKN baru nanti, serta perlu 

juga memperhatiakan aspek-aspek sosial budaya. Kesimpulan dari penelitian 

ini yakni meskipun pemerintahan daerah telah menyatakan kesiapan dan 

persetujuannya terkait IKN baru,  faktor-faktor penting seperti aspek sosial 

budaya, politik, dan birokrasi, serta daya dukung lingkungan.
17

  

Kesepuluh, M. Yahya (2018) meneliti tentang wacana pemindahan 

Ibukota Negara Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai 

persoalan yang kompleks mulai dari pemusatan ekonomi dan politik, tata 

ruang yang tidak terencana dengan baik, banjir, kendaraan yang padat 

sehingga membuat macet, hingga mengakibatkan polusi, dan terjadinya 

overpopulasi. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif 

dengan analisis library research, menyebutkan bahwa wacana pemindahan 

ibukota adalah ke Palangkaraya Kalimantan Tengah. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Jakarta kurang layak lagi menjadi Ibukota, kemudian 

dengan pendekatan yang lebih mengerucut yakni spasial, ekologis, dan 

teritorial bahwa Palangkaraya yang memiliki wilayah luas, tingkat populasi 

                                                           
17

 Nicodemus R. Toun, “Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 

dalam Wacana Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya,”Jurnal 

Academia Praja, Vol. 1 No. 1 - Februari 2018. 
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penduduk yang masih kecil, tingkat rawan bencana alam yang minim, 

sehingga layak untuk menjadi ibukota Negara baru.
18

 

Kesebelas, Hutasoit (2018) menganalisis tentang pemindahan ibukota 

Negara dengan berkaca pada negara-negara sebelumnya baik yang berhasil 

maupun gagal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisis 

pemindahan ibukota Negara diawali dari paparan hak istimewa yang melekat 

bagi kota Jakarta, sejarah pemindahan ibukota, hingga perbandingan letak 

geografi antara Jakarta dengan ibukota baru Palangkaraya. Secara induktif, 

alasan pada umumnya terkait pemindahan IKN yakni masalah ekonom, 

pembangunan, politik, dan geografis. Di Indonesia sendiri keempat factor 

tersebut dijadikannya sebagai alasan dalam mempertimbangkan pemindahan 

IKN. Pertimbangan dalam hal pemindahan IKN Indonesia, diperlukan 

analisis yang mendalam baik analisa dari dalam negeri maupuan analisis 

pemindahan IKN dari negara-negara lainnya. Dengan melihat dari pengalman 

Negara lain yang telah memindahkan IKN nya dapat dijadikan bahan 

pertimbangan yang tentu bermanfaat untuk menganalisis lebih jauh persoalan 

yang ada di Indonesia.
19

 

Keduabelas, Rosidin di tahun yang sama 2018 mengkaji tentang 

bagaimana penetapan Status Daerah Ibukota Negara dalam mewujudkan 

kesejahteraan ummat. Metode yang digunakan dari penelitian ini yakni 

analisis-deskriptif dengan menjelaskan menjelaskan gambaran umum secara 

                                                           
18

 H. M. Yahya, “ Pemindahan Ibukota Negara Maju dan Sejahtera,” Jurnal Studi Agama 

dan Masyarakat, Vol. 14,  No. 01, Juni 2018, hal 21-30. 
19

 Wesley Liano Hutasoit, “Analisa Pemindahan Ibukota Negara,” Jurnal Dedikasi, Vol. 

19 No. 2 Desember 2018. 
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keseluruhan dan fenomena yang terjadi secara sistematis. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa untuk menetapkan suatu daerah untuk dijadikan IKN 

tentu harus mendasar serta memiliki ciri khas yang membedakan yakni 

ditentukan oleh faktor kekhususan yang mempengaruhinya, semisal adanya 

factor sejarah, keadaan daerah, dan kebutuhan daerah yang kemudian diatur 

melalui sebuah undang-undang khusus yang dibentuk oleh pemerintah pusat, 

dengan memperhatikan dasar filosofi, sosiologi, serta yuridisnya. Pelaksanaan 

pemerintah daerah khusus ibu kota negara memiliki peran penting untuk 

mewujudkan kesejahteraan ummat, dengan segala aspek kehidupan 

masyarakatnya, demi mewujudkan kemaslahatan ummat. 

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Konsep Negara Hukum 

Konsep negara hukum pertama kali digagas oleh F.J Stahl yaitu 

konsep pemikiran negara hukum Eropa Kontinental. Hal ini yang sering 

diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental (civil law). Sedangkan 

konsep negara hukum yang berkembang di negara Anglo-Saxon 

dikemukakan  oleh A.V Decey dengan prinsip rule of law.  

Menilik sejarah kembali bahwa, ide munculnya negara hukum awal 

mula berasal dari Inggris dan merupakan latar belakang dari Glorious 

Revolution 1688 M. Gagasan tersebut muncul sebagai reaksi atas kerajaan 

yang absolut. Hal ini kemudian dirumuskan dalam piagam yang terkenal 

sebagai Bill Of Right 1689. Piagam tersebut dimaksudkan untuk 
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menunjukan kemenangan parlemen atas raja, serta rentetan kemenangan 

rakyat dalam pergolakan-pergolakan yang menyertai perjuangan Bill Of 

Rights. 

Julius Stahl perpendapat bahwa konsep negara  hukum  yang 

disebut dengan istilah „rechtsstaat‟  mencakup empat elemen penting, 

yaitu: Pertama, perlindungan hak asasi manusia; Kedua, Ppmbagian 

kekuasaan; Ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang; Keempat, 

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Sedangkan menurut A.V. Dicey, ada tiga ciri penting dalam setiap 

negara hukum yang disebutnya sebut sebagai “The Rule of Law”, yaitu: 

a. Supremacy of Law yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, 

dalam artian bahwa seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar 

hukum. 

b. Equality Before the Law (Kedudukan yang sama dalam menghadapi 

hukum), sehingga hal ini berlaku secara objektif, baik untuk orang 

awam biasa maupun untuk para pejabat. 

c. Due Process of Law, dalam proses ini hak-hak manusia terjamin oleh 

undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. 

Julius  Stahl  yang mengemukakan adanya empat prinsip 

„rechtsstaat‟ tersebut di atas dapat digabungkan dengan ketiga prinsip 

„Rule of Law‟ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey. Gabungan kedua 

tokoh pemikir ini dapat menandai adanya ciri-ciri negara hukum modern  

di  zaman sekarang. Sebagaimana dalam “The International Commission 
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of Jurist”, prinsip-prinsip negara hukum tersebut ditambahkan dengan 

adanya prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and 

impartiality of judiciary) maka di zaman sekarang ini semakin dirasakan 

mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Ciri penting sebagai 

prinsip-prinsip negara nukum menurut “The International Commission of 

Jurists” diantaranya yaitu, negara harus tunduk pada hokum, pemerintah 

menghormati hak-hak individu, dan peradilan yang bebas dan tidak 

memihak. 

Menurut Wiryono Projodikoro, konsep negara hukum didefinsikan 

sebagai negara di mana para penguasa atau pemerintah sebagai 

penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada 

peraturan-peraturan hukum yang  berlaku. Sedangkan Muhammad Yamin, 

mendefinisikan bahwa negara hukum merupakan suatu negara yang 

menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang 

yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang 

dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat secara sah sesuai dengan asas 

the laws and not menshall govern. Berdasarkan pendapat Bahder Johan 

Nasution, esensi negara hukum menitikberatkan pada tunduknya 

pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum berlaku secara sah.
20  
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2. Teori Konstitusi  

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis “constituer” yang 

artinya membentuk. Membentuk disini berarti membentuk suatu negara. 

Dalam bahasa Asing istilah ini umum dengan constitution, sedangkan 

dalam bahasa Indonesia lebih umum dengan kontitusi.
21

  

Pada prinsipnya, pengertian konstitusi menurut bahasa (Perancis,  

Inggris, dan  Latin) adalah suatu ungkapan untuk membentuk, mendirikan/ 

menetapkan. Kemudian lebih lanjut dikenal dengan maksud pembentukan, 

penyusunan atau menyatakan suatu negara. Dengan demikian secara 

sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang 

bentuk dan susunan suatu negara, yang dipersiapkan sebelum maupun 

sesudah berdirinya negara.
22

 

Pengertian konstitusi secara terminologi ternyata tidak sesederhana 

sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, namun dapat dipahami secara 

lebih luas. Hal ini dapat diilhami karena semakin kompleksnya 

permasalahan yang dihadapi suatu negara, maka pendekatan yang 

digunakan dalam memandang konstitusi bukan hanya dari perspektif 

hukum tata negara semata tetapi dari sudut pandang ilmu politik. Mengapa 

demikian, sebab realnya justru sebagian konstitusi lebih bermuatan politis 

ketimbang muatan yuridis. 

Selanjutnya, perkembangan di lapangan menunjukkan adanya 

perbedaan pendapat, dimana sejumlah ahli berpendapat bahwa konstitusi 
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sama dengan UUD, sementara yang lain menyatakan tidak demikian. Yang 

menyatakan berbeda dengan UUD adalah berdasar bahwa tidak semua hal 

penting harus dimuat dalam konstitusi, melainkan hanya yang bersifat 

pokok saja. Kedua pendapat di atas sejatinya bukan masalah yang 

prinsipil, sebab pendapat pertama mempersamakan dengan UUD, 

sedangkan yang kedua lebih meninjau dari segi materi yang terkandung 

dalam konstitusi atau UUD tersebut.
23

 

 

3. Siya>sah Dustu>riyyah 

Secara bahasa dustu>riyyah berasal dari bahasa Persia “dusturi”. Pada 

mulanya berarti seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik 

maupun agama. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, kata ini 

digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) 

zoroaster (Majusi). Kemudian setelah mengalami penyerapan kedalam 

bahasa Arab, kata dusturi berkembang pengertiannya menjadi asas 

dasar/pembinaan. Sedangkan menurut istilah, dustu>riyyah berarti 

kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara 

sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis 

(konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).
24

  

Kata dustur dalam Bahasa Inggris sama dengan constitution, atau 

Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata “dasar” dalam 

bahasa Indonesia, tidak menutup kemungkinan berasal dari kata dustur. 
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Dengan demikian Siya>sah dustu>riyyah adalah bagian fikih siyasah yang 

membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-

nilai syari‟at. Maksudnya bahwa undang-undang itu mengacu terhadap 

konstitusi yang tercemin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum 

syari‟at yang disebutkan di dalam Al-Qur‟an dan dijelaskan Sunnah Nabi, 

baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam 

hubungan yang lain. Dengan demikian berarti Siya>sah dustu>riyyah 

merupakan kajian terpenting dalam suatu negara, karena menyangkut hal-

hal yang mendasar dari suatu negara yaitu keharmonisan hubungan antara 

warga negara dengan kepala negaranya untuk memenuhi kebutuhannya.
25

  

Dapat dimengerti bahwa kata dustu>riyyah itu adalah suatu norma 

atau aturan perundang-undangan yang mendasar yang juga dijadikan 

landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar 

sejalan dengan nilai-nilai syari‟at. Dengan demikian semua peraturan 

perundang-undangan semestinya mengacu pada konstitusi masing-masing 

setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam. sebagimana dalam 

hukum-hukum syari‟at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah 

Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya.  

Pembahasan mengenai siya>sah dustu>riyyah adalah merupakan 

hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyat dipihak lain, serta 

kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Dengan 

demikian pembahasan mengenai siya>sah dustu>riyyah berkaitan erat  
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dengan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal 

kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan 

merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi 

kebutuhannya.
26

 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini dilihat dari sumbernya adalah penelitian 

pustaka (library research) dan berfokus pada kajian hukum ketatanegaraan 

yang berkaitan dengan konstitusionalitas Presiden terkait pemindahan ibu 

kota negara. Selanjutnya berdasar penelitian pustaka ini, peneliti akan 

meninjau tentang hak konstitusional presiden terkait pemindahan ibu kota 

negara Indonesia perspektif siya>sah dustu>riyyah dan implikasinya 

terhadap UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemeritahan Provinsi Daerah 

Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 

2. Sumber Data 

Data-data yang digunakan pada penelitian ini diambil dari literatur-

literatur berupa buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel, 

kamus, dan karya ilmiah lainnya yang relevan.  
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3. Sifat Penelitian 

Penelitian mengenai konstitusionalitas pemindahan ibu kota negara 

Indonesia ini adalah bersifat deskriptif-analitis, sehingga peneliti akan 

menggambarkan secara detail tentang hak konstitusional presiden terkait 

pemindahan ibu kota negara dan implikasinya terhadap UU No. 29 Tahun 

2007 yang kemudian akan dianalisis. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan cara 

mendokumentasikan data yaitu dengan menelusuri buku-buku, peraturan 

perundang-undangan, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang 

berkaitan dengan topik penelitian. 

 

5. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-historis-yuridis. 

Pendekatan normatif-historis-yuridis digunakan untuk mengkaji materi 

hukum normatif dan sejarah hukum ketatanegaraan terkait pemindahan ibu 

kota Negara. Kemudian juga digunakan untuk mengungkapkan dan 

memahami realitas historis dan politis yang mempengaruhi adanya proses 

pemindahan ibu kota negara dan hukum ketatanegaraan yang 

menyertainya. 
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6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

analisis kualitatif-deskriptif.  

 

G. Sistematika Pembahasan  

Pembahasan dalam tesis ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terbagi 

dalam beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I   Pendahuluan  

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

serta sistematika pembahasan. Pada bagian latar belakang masalah 

dijelaskan hal yang menjadi landasan pemikiran penelitian terhadap 

hak konstitusional presiden terkait pemindahan IKN RI perspektif 

siya>sah dustu>riyyah dan implikasinya terhadap UU No. 29 Tahun 

2007 tentang Pemeritahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota 

Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Selanjutnya rumusan masalah disini merupakan poin penting yang 

ingin diketahui oleh peneliti. Sementara pada kajian pustaka 

memuat penelitian terdahulu yang terkait dengan tema penelitian 

serta mengukur sejauh mana penelitian sebelumnya telah 

dilakukan. Dan kemudian tujuan dan kegunaan penelitian 

merupakan harapan peneliti bagi dunia pendidikan (teoritis), dan 

juga praktisi khususnya pemerintah (eksekutif dan legislatif) serta 
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lembaga negara terkait. Bagian terakhir yakni sistematika 

pembahasan yang merupakan ringkasan penulisan bab perbab 

dalam tesis ini. 

BAB II Landasan Teori  

Pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang memuat teori-

teori yang melandasi penelitian dan juga menjadi acuan untuk 

analisis atas intepretasi hasil penelitian. Selanjutnya, teori-teori dan 

penelitian sebelumnya ini yang akan dijadikan dasar dalam 

membangun hipotesis penelitian. Dalm bab ini akan menguraikan 

beberapa teori yang meliputi: ibu kota negara, konsep negara 

hukum, konstitusi, presiden, dan siya>sah dustu>riyyah. 

BAB III Pembahasan dan Objek Kajian 

Pada bab ini akan diuraikan secara detail dari objek yang akan 

diteliti yakni terkait data-data yang berhubungan dengan 

pemindahan ibu kota negara serta negara-negara yang pernah 

memindahkannya. Setelah itu memaparkan denga dertail sejarah 

pemindahan ibu kota negara Indonesia beserta konstitusionalnya. 

Kemudian akan membahas secara mendalam mengenai peraturan 

perundang-undangan yang terkait. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis 

pada bab ini akan diuraikan secara detail hasil penelitian beserta 

intepretasinya. hasil penelitian ini menyajikan informasi terkait 

dengan deskripsi analitis dan hasil kajian mendalam penelitian 
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yang terdiri atas hak konstitusional presiden terkait pemindahan ibu 

IKN RI perspektif siya>sah dustu>riyyah dan implikasinya terhadap 

UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemeritahan Provinsi Daerah 

Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

BAB V Penutup 

Pada bab ini akan diuraikan dalam dua sub bab, yakni kesimpulan, 

dan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan 

memuat uraian singkat atas jawaban rumusan masalah yang 

diajukan penelitian ini. Sedangkan saran diberikan peneliti adalah 

untuk pertimbangan beberapa pihak terkait hak konstitusional 

presiden dan implikasi hukumnya terhadap pemindahan IKN NRI, 

baik civitas akademik maupun pemerintah (eksekutif dan legislatif) 

serta institusi atau lembagai negara terkait. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan  

 

Presiden secara konstitusional mempunyai kekuasaan untuk 

memindahkan IKN. Hal ini dapat merujuk UUD 1945 pasal 4 ayat (1). 

Meskipun dalam konteks saat ini, upaya untuk memindahkan IKN 

Indoensia bukan peristiwa yang dilatar belakangi suatu keadaan yang 

membahayakan, namun dapat dilihat pada tujuannya untuk mengurai 

persoalan-persoal di IKN saat ini, serta tujuan jangka panjangnya yaitu 

untuk memeratakan kesejahteraan, perekonomian, dan keadilan rakyat 

serta pembangunan. Hal ini merupakan kewajiban kepala negara 

sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam pembukaaan UUD 1945 

alenia ke-4. Dan dsisi lain kebijakan yang diambil presiden terkait 

pemindahan IKN RI tentu harus berlaku adil, dalam hal memutuskan suatu 

perkara, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa ayat 58 dan 

hadis Rasul Muhammad saw. Hal ini dilakukan upaya untuk dapat  

meberikan kemanfaatan, bagi sebagain besar rakyat serta dapat dijalankan 

dengan mudah.  

Pemindahan IKN Indonesia disisi lain juga akan menimbulkan 

implikasi pada aturan hukum yang ada. Aturan hukum ini diantaranya 

yaitu Undang-undang (UU), Peraturan Pemeritah (PP), Peraturan Presiden 

(Perpres), dan Peraturan Menteri (Permen). Untuk aturan hukum setingkat 

UU sendiri terdiri dari 16 (enam belas) UU. Namun dari enam belas UU 
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tersebut, yang paling menonjol akan berimplikasi pada UU Nomor 29 

Tahun 2007. Karena Judul UU No. 29 Tahun 2007, tertulis jelas bahwa 

“Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia”. 

Dengan demikian Provinsi DKI Jakarta akan mengalami perubahan dalam 

hal kedudukannya sebagai IKN Indonesia. Kemudian selain itu, terkait isi 

aturan hukum di dalam UU tersebut yang mengatur pemerintahan Provinsi 

DKI Jakarta, banyak pasal-pasal yang terkait dengan ibu kota negara. 

Sehingga ketika IKN Indonesia dipindahkan maka UU tersebut harus di 

revisi. Revisi UU No. 29 Tahun 2007 tersbut, dengan mengingat 

kesejarahan dan jasa  Provinsi DKI Jakarta yang sangat besar, maka patut 

untuk tetap dijadikan sebagai daerah khusus atau istimewa, meski tidak 

lagi menyandang sebagai ibu kota negara Indonesia. Hal itu bisa bercermin 

dari daerah atau Provinsi lain seperti halnya D.I Aceh Naggroe 

Darussalam dan D.I Yogyakarta. 

 

 

B. Saran  

 

Hasil analisis dari penelitian ini, tentu jauh dari sempurna, karena 

setiap kariya ilmiah akan dibatasi pada proplem permaslahannya. Maka 

selain dari apa yang sudah ditemukan oleh peneliti tersebut di atas, jelas 

masih ada celah untuk dilakukannya penelitian yang lebih mendalam dan 

spesifik.  

Saran untuk peneliti selanjutnya yakni: Pertama, bisa menganalsis 

dari sisi kemaslahatannya yang dapat ditinjau dengan maqashid syari‟ah. 
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meskipun peneliti sangat sedikit sekali sudah menyinggung hal ini. Kedua, 

bagi peneliti selanjutnya dapat menganalisis model pemindahannya serta 

mengapa di pindahkan di Penajam Paser dan Kutai Kertagama, 

Kalimantan timur, dengan tinjauan Historis-politis yang bisa dibandingkan 

dengan negara lain. Ketiga, bisa menganalisis terkait instrumen aturan 

hukum apa dan bagaiman dalam proses pemindahan IKN Indonesia baru, 

mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (3) 

UD 1945. 
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